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HARI-HARI belakangan ini
muncul informasi yang simpang siur.
Banyak wisatawan membatalkan
kunjungan. Dunia pariwisata di
negeri ini goyang. Penurunan oku-
pansi hotel & penginapan dipicu
kabar potensi Megathrust. Pemicu
utama yang mengemuka adalah pas-
ca dikeluarkannya Surat Edaran
BNPB Nomor : B-399/BNPB/D-
II/BP.03.02/08/2024 tanggal 23
Agustus 2024 Perihal Kesiapsiagaan
di Wilayah Zona Megathrust.

Di saat bisnis pariwisata yang mu-
lai bergairah pasca pandemi Covid-
19, isu Megathrust tentu saja men-
gusik dan mengkhawatirkan semua
pihak.  Data pariwisata tahun 2018
menunjukkan, kontribusi pariwisata
terhadap PDB sebesar 5,2%, tahun
2019 sebesar 4,7%, tahun 2020 sebe-
sar 4,0%, tahun 2021 sebesar 4,2%,
tahun 2022 sebesar 3,6% dan tahun
2023 sebesar 4,1 %. Devisa pariwisata
tahun 2018 sebesar US$16,43 miliar,
tahun 2019 sebesar US$16,91 miliar,
tahun 2020 sebesar US$3,31 miliar,
tahun 2021 sebesar US$0,54 miliar,
tahun 2022 sebesar US$4,26 miliar
dan tahun 2023 sebesar sebesar
USD14 miliar (setara Rp 218 triliun).
Jauh melampaui target Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang
hanya berkisar antara USD7,08 hing-
ga Rp 9,99 miliar.

Kepala Bidang Pengembangan
Destinasi Wisata Dinas Pariwisata
Gunungkidul Supriyanta SSos MM
mengakui terjadi penurunan jumlah
pengunjung pada Agustus dibanding
bulan Juli 2024. Jumlah pengunjung
bulan Juli 437.124 orang dengan pen-
dapatan asli daerah (PAD)
4.894.155.260,-. Sedang Agustus jum-
lah pengunjung 221.346 orang de-
ngan pendapatan sebesar Rp
2.307.167.095,- Terjadi penurunan se-
kitar 50 persen. Meski turunnya jum-
lah pengunjung bulan Agustus
bertepatan adanya peringatan Badan
Meteorologi, Klimatologi dan
Goefisika (BMKG) mengenai gempa
bumi megathrust, tidak dapat begitu

saja secara serta merta sebagai
dampak ancaman tersebut.

Kita memang tidak menafikan bah-
wa catatan sejarah menunjukkan be-
berapa gempa besar pernah terjadi di
Zona Megathrust Selatan Jawa,
seperti gempa dengan magnitudo 7,0
hingga 7,9 yang terjadi pada tahun
1903, 1921, 1937, 1981, 1994, 2006,
dan 2009. Selain itu, gempa dengan
magnitudo 8,0 atau lebih besar per-
nah terjadi pada tahun 1780, 1859,
dan 1943. Namun hal itu bukan ber-
arti menjadi pembenaran ketakutan
dan kekhawatiran. Karena itu perlu
kiranya untuk diluruskan kesalahpa-
haman tersebut. Walaupun para ahli
mampu menghitung perkiraan
Magnitudo maksimum gempa di zona
megathrust, tetapi teknologi saat ini
belum mampu memprediksi dengan
tepat, apalagi memastikan kapan ter-
jadinya gempa megathrust tersebut.

Bertitik tolak dari hal tersebut,
seyogyanya masyarakat juga tidak
membesar-besarkan isu gempa
megathrust, namun tetap memaksi-
malkan persiapan mitigasinya.
Wisatawan yang berkunjung diha-
rapkan tidak merasa takut
dan calon wisatawan tidak
membatalkan rencana kun-
jungan wisatanya dan tidak
termakan isu-isu megath-
rust. Masyarakat hen-
daknya bersikap arif dan bi-
jaksana dalam memilah in-
formasi di sosial media.
Contoh bagus baru-baru ini
ditunjukkan oleh TPR
Parangtritis dan Depok, di
mana pada 24 Agustus 2024
dikunjungi 8.163 orang, dan
31 Agustus 2024 dikunjungi
5.664 orang. Kunjungan
meningkat pada  Sabtu 7
September 2024 sebanyak
10.571 orang, karena ada
acara Festival 1001
Lampion Terbang  di

Kawasan Laguna Depok Pa-
rangtritis.

Seiring dengan itu para pelaku dan
regulator industri pariwisata di
Indonesia, seyogyanya lebih fokus
menangkap isu-isu global terkait in-
dustri pariwisata antara lain seperti
Program Pariwisata Digital,
Meningkatkan jumlah startup atau
perusahaan rintisan di bidang pari-
wisata, Digitalisasi Nomadic Tourism
(Fenomena wisata di mana wisa-
tawan lebih suka menjelajah dan
berkunjung ke destinasi yang kurang
konvensional), Pengembangan virtu-
al (memungkinkan wisatawan untuk
mengunjungi destinasi melalui pe-
ngalaman virtual), menggelorakan
stay cation campaign, di mana orang
menghabiskan liburan mereka di
daerah lokal daripada bepergian
jauh. Stay cation dinilai dapat mem-
bantu menghidupkan kembali sektor
pariwisata dan ekonomi lokal.
Karena itu, banyak pihak saat ini
mulai meningkatkan stay cation cam-

paign melalui platform digital seperti
media sosial.  ❑-d

*) Hanan Wihasto SE MM,

anggota ISEI, Dosen Tetap IBS STEI

Yogyakarta & Dekan FE UCY 2019-

2023.

UU Perampasan Aset, Apa Pentingnya?

Hanan Wihasto

Pedagang tak mungkin kembali ke se-

lasar Malioboro.

-- Sudah ditata baik-baik, harus di-

patuhi.

***

Pemuda pilar untuk membangun desa.

-- Jangan semua merantau ke kota!

***

Pemberdayaan perempuan dongkrak

ekonomi keluarga.

-- Perempuan bukan hanya ‘kanca

wingking’.

Isu Megathrust dan Pariwisata

RANCANGAN Undang-Undang
(RUU) Perampasan Aset kembali
menjadi isu yang menarik menjelang
berakhirnya masa jabatan Presiden
Jokowi. Presiden Jokowi bahkan
mendesak supaya RUU a quo lekas
diselesaikan pembahasannya di
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
dan disahkan menjadi UU (Tajuk
Rencana Koran Kedaulatan
Rakyat/KR edisi 10 September 2024
halaman 11).

UU Perampasan Aset, sebagai-
mana kita mafhumi, amat di-
tunggu-tunggu lantaran pe-
rangkat-perangkat hukum
yang digunakan untuk me-
nunaikan eradikasi korupsi
kontemporer terasa masih ku-
rang. Apalagi, jamak orang
paham bahwa Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK) tak
dapat sepenuhnya reliabel
menghilangkan korupsi.

Korupsi pun masih mera-
jalela. Setidaknya dalam satu
dekade terakhir, rasuah di Ibu
Pertiwi terlihat kian menjadi-
jadi. Korupsi belum kapabel
habis terkikis salah satunya
musabab kemauan para pe-
ngelola negara untuk meni-
hilkannya belum signifikan.

Belajar dari realitas terse-
but, memang sejatinya ihwal
ini dapat menjadi momentum
untuk mendesak segera dis-
ahkannya RUU Perampasan Aset.
Toh bila ditilik ke belakang, RUU ini
sudah direkomendasikan oleh Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) lebih dari satu
setengah dekade silam. Terlebih lagi,
Presiden Jokowi sekitar medio tahun
lalu juga telah mengeluarkan surat
berisi penugasan langsung pada
stakeholder terkait agar lekas meng-
garap RUU yang memang telah
sekian lama dibahas.

Penulis berpandangan entengnya
hukuman koruptor adalah preseden
buruk dalam hal eradikasi rasuah.
Ihwal ringannya punishment sebe-
narnya sudah tak mengagetkan lagi.
Apalagi hal tersebut pernah dising-
gung dalam hasil riset yang dis-
ingkap Indonesia Corruption Watch
(ICW) selama kurun masa tahun
2021.

Berdasarkan Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) peng-
adilan, direktori keputusan MA, serta
pemberitaan daring sepanjang masa
tersebut, ditandaskan terdapat 1.282
perkara dan 1.404 terdakwa kasus
korupsi yang ditangani KPK juga
Kejaksaan diperoleh kenyataan bah-
wa rerata hukuman penjara bagi ko-
ruptor pada 2021 hanya di kisaran 3
tahun 5 bulan penjara. Tak berhenti

di situ, dari gatra pemulihan keru-
gian negara pun sangat minim.
Ditemukan gap kontras kerugian ne-
gara impak korupsi tahun 2022 yang
mencapai Rp 48,786 triliun, walakin
kuantitas vonis pidana tambahan
berupa uang pengganti dari antero
kasus tersebut cuma di kisaran Rp
3,821 triliun.alias analog 7,83 persen
dari total kerugian negara.

Mengingat fakta ironi berupa pun-

ishment ringan terhadap koruptor
konstan terjadi semestinya sisi penin-
dakan dalam proses peradilan mesti
diperkuat dan para pemangku kepen-
tingan perlu mendesak alternatif hu-
kuman lain yang kapabel membuat
kapok. ‘Pemiskinan koruptor’ tentu-
nya bisa jadi salah satu opsi. Terlebih
ide ‘pemiskinan koruptor’ sudah san-
ter terdengar di kalangan publik sela-
ma ini. Di sini, ‘pemiskinan koruptor’
pun menjadi begitu relevan, sebab hal

tersebut memiliki dua aspek, yakni
aspek penjeraan di bidang sosial dan
ekonomi secara total terhadap pelaku
pun familinya serta di sisi lain aspek
penyelamatan kerugian keuangan
negara cum proteksi korban secara
maksimal. Kedua perspektif tersebut
telah terakomodasi dalam RUU
Perampasan Aset.

Sayangnya nasib RUU Peram-
pasan Aset sampai kiwari masih
mandek di meja pimpinan DPR.
Padahal publik selama ini sudah acap

mengetuk kalbu nurani legisla-
tor agar segera mengakselerasi
eksistensi payung hukum
Perampasan Aset. Diinsafi de-
ngan perangkat hukum a quo

haqqul yakin hukuman
‘pemiskinan koruptor’ dapat
diberlakukan. Ketentuan
seperti itu pun sejatinya sung-
guh krusial dalam ko-
herensinya menguatkan
ikhtiar pengembalian aset dari
natijah korupsi. Kini sudah
saatnya bangsa ini membuk-
tikan bahwasanya negara kita
benar-benar serius dalam hal
memerangi korupsi.

Pada akhirnya, atas keber-
adaan RUU Perampasan Aset
ini diperlukan kemauan politik
dari para pengambil kebijakan
agar segera diberi prioritas lan-
tas selanjutnya dibahas syah-
dan diundangkan. Perihal ini

urgen lantaran dengan adanya
payung hukum Perampasan Aset ma-
ka aparat penegak hukum mempu-
nyai dasar lebih kuat terkait aset-
aset koruptor di mana pun aset terse-
but disembunyikan sehingga negara
kita pun dapat terbebas dari domi-
nasi harta kotor koruptor.  ❑-d

*) Yulianta Saputra SH MH,

Dosen Prodi Ilmu Hukum, FSH, UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yulianta SaputraDugaan Manipulasi Data di Siskohat
PANSUS Haji DPR RI terus ber-

upaya mengorek berbagai hal

terkait penyelenggaraan ibadah ha-

ji. Meski awalnya Pansus dibentuk

untuk menyelidiki pembagian tam-

bahan quota haji 20.000, yang diba-

gi rata untuk haji reguler 10.000 dan

haji khusus juga 10.000, namun da-

lam perkembangannya, permasa-

lahan melebar ke mana-mana.

Terkini, Pansus mengungkap duga-

an manipulasi data di Siskohat

(Sistem Informasi dan Kompute-

risasi Haji Terpadu) Kemenag RI.

Sebagaimana diketahui, Siskohat

adalah fasilitas pendataan seputar

haji yang berisi di antaranya pen-

catatan keuangan atas pendaf-

taran, pelunasan atau pembatalan,

dan lain-lain. Siskohat adalah alat

pendukung kerja berbentuk teknolo-

gi informasi dan komunikasi yang

terhubung dengan koneksi jaringan.

Jaringan tersebut beserta data haji

terhubung dengan Direktorat

Jenderal Penyelenggaraan Haji dan

Umrah (Ditjen PHU). Adapun

layanan yang bisa didapatkan

melalui sistem Siskohat adalah

pendaftaran, pembatalan, dan pelu-

nasan untuk validasi data.

Jadi, setiap pendaftar haji

datanya akan masuk ke Siskohat,

termasuk nomor porsi yang dia da-

pat. Dengan nomor porsi tersebut

yang bersangkutan bisa menge-

tahui estimasi keberangkatannya,

misalnya kemungkinan akan be-

rangkat tahun berapa sesuai de-

ngan urutan nomor porsi yang dimi-

liki. Setiap akan dibuka masa pelu-

nasan biaya haji, selalu diumumkan

nomor porsi berapa sampai berapa

yang berhak melakukan pelunasan.

Jadi, yang nomor porsinya tidak

muncul, berarti belum bisa

melakukan pelunasan saat itu dan

tentu saja pada musim haji tahun

tersebut yang bersangkutan belum

bisa berangkat.

Dengan sistem ini tampaknya

sulit bagi pemilik nomor porsi lebih

muda untuk melompati nomor porsi

lebih tua, kecuali saat masa pelu-

nasan biaya haji pemilik nomor por-

si lebih tua tidak melakukan pelu-

nasan, sehingga nomor porsi

bawahnya (lebih muda) akan naik

dan berhak melakukan pelunasan.

Namun terkait hal ini tentu saja

nomor porsi yang sudah

berdekatan. Mestinya, operator

Siskohat juga tidak bisa mengubah

nama-nama pemilik nomor porsi,

karena yang bersangkutan pasti

mengetahui kalau diubah, karena di

dokumen pendaftaran yang dimiliki

ada nomor tersebut, sehingga

nomor tersebut permanen sampai

yang berangkutan berangkat haji,

kecuali kalau mengundurkan diri.

Karena itu ketika Pansus DPR RI

melempat isu dugaan manipulasi

data di Siskohat, maka harus

ditelusur lebih jauh sehingga

terungkap fakta yang sebenarnya.

Kalau dugaan itu benar, seba-

gaimana diungkapkan Pansus,

berdampak pada jadwal ke-

berangkatan jemaah haji yang tidak

sesuai dengan ketentuan. Ada yang

dimajukan lebih awal dan ada

yang diundur, sehingga memun-

culkan kecurigaan adanya transaksi

di luar prosedur resmi. Bahkan

Pansus juga mengungkap dite-

mukan sebanyak 3.500 jemaah haji

khusus berangkat dengan masa

tunggu 0 (nol) tahun (KR, Kamis

12/9).

Kalau mengacu pada pola kerja

Siskohat, rasanya memang tidak

masuk akan adanya 3.500 jemaah

haji khusus yang bisa langsung be-

rangkat. Sebab, nomor porsi mere-

ka mesti disisipkan di nomor yang

mesti berangkat dan tentu saja

mesti menggeser nomor-nomor

porsi sebanyak 3.500 orang. Ini

jumlah yang tidak sedikit. Dan itu

bukan sekadar angka, melainkan

manusia-manusia yang ingin me-

nunaikan ibadah di Tanah Suci.

Kalau itu betul, mestinya sebanyak

3.500 orang yang digeser tersebut

mestinya protes  semua, sebab ke-

berangkatan haji mereka menjadi

tertunda.

Karena itu, dugaan manipulasi

tersebut harus diungkap tuntas.

Kalau dugaan tersebut memang

betul, maka harus dijelaskan secara

gamblang. Kenapa bisa terjadi,

bagaimana dengan 3.500 pemilik

porsi yang dilompati dan yang pasti

Siskohat harus diperbaiki dan tak

boleh dimanipulasi. Begitu juga jika

sebaliknya, maka harus diakui

dugaan tersebut tidak terbukti. Jadi,

semuanya serba jelas. Semoga

penyelenggaraan ibadah haji ke de-

pan semakin baik.  ❑-d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan me-

ngirimkan artikel untuk SKH

Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redak-

si hanya menerima tulisan lewat email :

opinikr@gmail.com dengan panjang

tulisan antara 550  - 600 kata, dengan

mengisi subjek mengenai isu yang di-

tulis serta jangan lupa menampilkan fo-

tocopy identitas. Terimakasih. 
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